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Abstract: Artificial intelligence is a technology created with the purpose of being 

programmed like human intelligence in general into electronic media so that it can 

think and perform tasks like a human. Position or status is an important matter in 

law, especially in civil law. The position of artificial intelligence itself is not yet 

known in civil law, as it is still considered merely as an object or legal thing. 

Actions carried out by artificial intelligence created to act like humans raise 

questions in society regarding its position. With the design of AI or artificial 

intelligence similar to humans, if the AI then commits an act that can cause harm, 

it cannot be held accountable for its illegal actions that may result in losses. Besides 

the positive impacts provided to society, negative impacts cannot be avoided, 

which brings back into question the responsibility of artificial intelligence or AI in 

relation to its position in civil law. In this study, normative research with a juridical 

approach was used as the research method, which refers to the existing laws and 

regulations in Indonesia.   

Abstract: Kecerdasan buatan yakni teknologi yang dibuat dengan tujuan untuk 

diprogramkan seperti kecerdasan manusia pada umumnya ke dalam media 

elektronik sehingga dapat berpikir dan melakukan pekerjaan layaknya seorang 

manusia. Kedudukan atau status adalah hal yang penting dalam hukum, terutama 

dalam hukum perdata. Kecerdasan buatan sendiri ini belum diketahui 

kedudukannya di dalam hukum perdata, karena masih dianggap sebagai benda 

atau objek hukum saja. Tindakan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan yang 

dibuat selayaknya manusia ini yang menjadi pertanyaan oleh masyarakat terkait 

dengan kedudukannya. Dengan dirancangnya AI atau kecerdasan buatan yang 

serupa dengan manusia yang kemudian jika AI melakukan perbuatan yang dapat 

merugikan, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban  secara perdata 

akan perbuatannya yang melawan hukum dan dapat menyebabkan kerugian.  

Selain dampak positif yang diberikan kepada masyarakat, dampak negatif juga 

tidak dapat dihindari sehingga mengenai pertanggungjawaban kecerdasan buatan 

atau Artificial Intellegence (AI) ini kembali dipertanyakan akan kedudukannya 

dalam hukum perdata. Dalam penelitian ini penelitian normatif dengan 

pendekatan yuridis sebagai metode penelitiannya yang mengacu pada peraturan 

perundang-undangan yang ada di Indonesia.. 
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PENDAHULUAN 

Teknologi ialah sarana penyedia atau sistem yang menyediakan kebutuhan akan 

keberlangsungan dan kenyamanan yang dibutuhkan oleh manusia saat ini. Teknologi ada dan hadir di 

masyarakat dengan perkembangan yang secara pesat adanya, teknologi sendiri hadir dengan tujuan 

yakni agar manusia terbantu dengan kemudahan yang diberikan oleh teknologi semakin maju adanya 

dan memudahkan berbagai aktivitas manusia. 1  Dalam kehidupan modern, teknologi berkembang 

dengan sangat cepat, mengikuti ritme perubahan zaman dan meningkatnya tuntutan masyarakat. 

Hampir seluruh aktivitas manusia kini dipengaruhi oleh keberadaan teknologi mulai dari pekerjaan 

sehari-hari yang sederhana hingga aktivitas profesional yang membutuhkan ketelitian, kecepatan, dan 

 
1 Qur’ani Dewi Kusumawardani, “HUKUM PROGRESIF DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN,” Veritas et 

Justitia 5, no. 1 (June 26, 2019): 166–90, https://doi.org/10.25123/vej.3270. 
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kemampuan analisis yang tinggi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi suatu 

bagian integral dari kehidupan manusia, tidak hanya digunakan sebagai alat bantu dalam kehidupan 

sehari-hari manusia tetapi juga digunakan sebagai fondasi yang membentuk cara manusia bekerja, 

berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) ini 

merupakan salah satu cabang dari ilmu komputer dan teknologi yang dibuat dengan berfokus pada 

pengembangan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang lazimnya membutuhkan kecerdasan 

dari manusia.  

Dengan pertumbuhan tersebut, teknologi semakin memperlihatkan peran pentingnya sebagai 

pendukung utama produktivitas manusia. Inovasi yang muncul tidak lagi terbatas pada penciptaan alat 

fisik, tetapi juga dalam pengembangan sistem dan platform canggih yang mampu mengoptimalkan 

kinerja di berbagai sektor. Teknologi memungkinkan manusia menyelesaikan tugas secara lebih efektif, 

mengurangi kesalahan yang dihasilkan oleh faktor manusia, serta mempercepat proses yang 

sebelumnya membutuhkan waktu lama. Dampaknya, kualitas hidup masyarakat meningkat seiring 

dengan makin terbukanya akses terhadap kemudahan dan efisiensi yang diberikan oleh teknologi. 

Konsep ini bertujuan agar komputer atau mesin dapat “berpikir” dan “bertindak” secara mandiri, 

sehingga dapat membantu atau menggantikan peran manusia dalam berbagai pekerjaan kompleks, 

mulai dari pengolahan data hingga pengambilan keputusan strategis. 

AI merupakan bidang dalam ilmu komputer yang berorientasi pada penciptaan sistem yang 

dibuat atau diprogram untuk menjalankan tugas atau perintah melalui sistem yang pada umumnya 

dibuat dengan memerlukan kecerdasan dari manusia. Teknologi ini berusaha meniru proses kognitif 

manusia, termasuk memahami informasi, belajar dari pengalaman, mengenal pola, menganalisis situasi, 

hingga membuat keputusan. Sistem AI memungkinkan komputer untuk tidak hanya menjalankan 

instruksi, tetapi juga mengembangkan kemampuan adaptif yang membuatnya dapat bertindak lebih 

mandiri. Dengan kata lain, AI berusaha menciptakan mesin yang dapat “berpikir” dan “bertindak” 

secara cerdas sebagaimana manusia. Terdapat beberapa jenis dan kategori mengenai Artificial 

Intelligence (AI) yang dapat dipahami dengan memeriksa dua kategori, yakni dengan melalui 

kemampuan dari sebuah Artificial Intelligence (AI) dan juga fungsi dalam penggunaan Artificial 

Intelligence (AI) tersebut. Jenis Artificail Intelligence (AI) berdasarkan dengan kemampuannya dapat 

dibagi menjadi 3 yaitu, (1) Artificial Intelligence atau Kecerdasan buatan dengan kemampuan yang 

dirancang dan dibuat hanya untuk melakukan tugas tertentu saja sehingga tidak dapat melakukan tugas 

diluar dari apa yang telah ditentukan atau diprogram. (2) Artificial Intelligence kecerdasan umum 

buatan pada jenis kedua ini dapat dikenal dengan sebutan Artificial General Intelligence (AGI) yakni 

sebuah sistem kecerdasan buatan yang sifatnya adalah teoritis yaitu sistem yang dibuat dengan 

kecerdasannya diprogram atau dibuat setara dengan kecerdasan manusia pada umumnya, sehingga pada 

jenis kecerdasan buatan ini seringkali digunakan untuk menggantikan pekerjaan intelektual manusia. 

(3) Artificial Super Intellligence yang dapat disebut juga sebagai ASI  adalah salah satu sistem yang 

dibuat dengan sistem yang sifatnya teoritis dan memiliki kemampuan kognitif yang canggih serta 

kemampuan dalam penalarannya dibuat melampaui kemampuan dari manusia.2 

Kehadiran AI membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang pekerjaan. Dalam dunia 

profesional, AI menjadi alat yang memperkuat kualitas analisis data, mempermudah pengambilan 

keputusan strategis, dan membantu menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks dengan efisiensi tinggi. 

Di sektor industri, AI digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan otomatisasi. Di 

bidang kesehatan, AI membantu diagnosa dan analisis medis. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, AI 

 
2 Demas Chandra Permana et al., “Revolusi Industri 4.0 Dan Otomatisasi: Antara Produktivitas, Risiko, Dan Etika Sosial,” KONTAN: Jurnal 

Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis 4, no. 1 (2025), https://doi.org/10.59818/kontan.v4i1.553. 
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hadir melalui aplikasi digital, perangkat pintar, serta sistem rekomendasi yang digunakan masyarakat 

secara luas. Dengan perkembangan yang begitu cepat, AI dipandang bukan lagi sekadar inovasi 

teknologi, tetapi sebagai kekuatan transformatif yang membentuk pola kehidupan masyarakat masa kini 

dan masa depan. Secara lebih spesifik, kecerdasan buatan atau AI dapat dipahami sebagai sistem 

komputer yang memanfaatkan algoritma serta model matematika tingkat lanjut untuk memproses 

kumpulan data dalam jumlah besar. Data tersebut bisa berupa teks, gambar, suara, hingga video.3 

Dengan kemampuan mengolah data yang beragam, AI dapat mengenali pola-pola tertentu, memahami 

konteks informasi, dan menghasilkan keluaran yang relevan—sebuah kemampuan yang menyerupai 

cara manusia berpikir dan merespons lingkungan.  

Dalam praktiknya, AI modern banyak bergantung pada teknologi mutakhir seperti machine 

learning, yaitu metode yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa harus diberi instruksi 

yang rinci satu per satu. Lebih jauh lagi, perkembangan deep learning membuat sistem AI mampu 

menganalisis informasi yang kompleks melalui struktur jaringan saraf tiruan yang multilapis, sehingga 

memberikan hasil yang lebih akurat dan mendalam. Kemampuan AI dalam memahami bahasa manusia 

diperkuat dengan teknologi Natural Language Processing (NLP). Teknologi ini memungkinkan 

komputer menangkap makna dari kata, kalimat, atau percakapan, sehingga mampu berinteraksi secara 

lebih alami dengan manusia. Kombinasi dari teknologi-teknologi ini membuat AI terus berkembang, 

beradaptasi, dan memperbaiki kemampuannya seiring bertambahnya data dan pengalaman yang 

dipelajarinya tanpa harus diprogram ulang secara manual setiap saat. 

Kecerdasan buatan dibuat dengan tujuan agar dapat melakukan pekerjaan atau kemampuan-

kemampuan manusia seperti contohnya dengan mengikuti perintah yang diberikan oleh manusia. 

Artificial Intelligence atau AI ini juga dapat selain diprogram untuk mengikuti perintah seseorang juga 

dapat diprogram dengan memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengenali wajah seseorang, 

Artificial Intelligence ini juga pada era globalisasi yang semakin canggih ini banyak digunakan sebagai 

pengganti pekerjaan manusia seperti profesi dokter ataupun para pekerja pabrik yang saat ini banyak 

menggunakan robot atau juga advokat yang menggunakan platform chat di Inggris dengan membantu 

pelayanan bantuan hukum. Hadirnya Artificial Intelligence pada zaman sekarang menimbulkan 

berbagai pro dan kontra di setiap lapisan masyarakat. Kecerdasan buatan ini sendiri jika dilihat melalui 

sudut pemanfaatannya sangat amat dapat memperingan pekerjaan-pekerjaan manusia karena 

kemudahan akses yang ditawarkan kecerdasan buatan itu sendiri. Banyaknya pertanyaan akan 

bagaimanakah pertanggungjawaban dari apa yang nanti ditimbulkan ataukah siapakah yang akan 

bertanggungjawab mengenai perbuatan kerugian yang ditimbulkan akibat dari kecerdasan buatan 

tersebut, sebab peraturan spesifik mengenai hal tersebut belum ada di Indonesia.  

Pertanggungjawaban di dalam hukum perdata hanya dapat dilakukan oleh subyek hukum 

sebagai pemangku hak dan kewajiban saja. Mengenai subjek hukum di dalam hukum perdata ini 

merujuk pada suatu hal yang dapat atau bisa untuk melakukan perbuatan hukum.   Di dalam hukum 

perdata menerangkan bahwa subjek hukum perdata terdapat dua jenis yaitu manusia dan juga badan 

hukum.4  

Kedudukan kecerdasan buatan (AI) sebagai objek hukum masih menjadi sebuah tantangan bagi 

pemerintah dan pembuat undang-undang. Di Indonesia sendiri belum ada regulasi terkait dengan 

adanya kecerdasan buatan ini, hal ini terjadi sebab kedudukan dari AI yang masih membingungkan, 

yang mana banyak yang mengatakan bahwa kecerdasan buatan ini termasuk dalam subyek hukum tetapi 

 
3 Kgbo Di, Era Pandemi, and Ivana Dewi Kasita, “Jurnal Wanita Dan Keluarga Deepfake Pornografi : Tren Kekerasan Gender Berbasis Online” 

3, no. 1 (2022): 16–26. 
4 Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 

8, no. 1 (2014): 73–92, https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92. 
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yang menjadi pertanyaan adalah kecerdasan buatan ini bukanlah manusia ataupun badan hukum yang 

secara perdata dapat disebut sebagai subyek hukum, sebab AI ini hanyalah sebuah sistem atau robot 

yang dikendalikan atau diprogram oleh seseorang.  

 

METODE PENELITIAN 

Artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni penelitian normatif yang 

menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan dengan melalui pendekatan statue approach yang 

merupakan pendekatan dengan digunakannya analisis pada peraturan perundang-undangan. Dalam 

artikel ini juga menggunakan metode penelitian melalui pendekatan kasus atau case approach sehingga 

dalam penelitiannya menggunakan beberapa kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang berkaitan 

dan pendekatan conceptual approach yang pada pendekatannya menggunakan suatu konsep yang 

memiliki keterkaitannya terhadap pertanggungjawaban perdata terhadap pengguna sebagai pihak kedua 

akan penggunaan AI yang dilakukan secara illegal. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum 

primer lainnya yakni peraturan perundang-undangan yang juga berkaitan dengan isu hukum ini, yakni 

‘Undang-undang No.. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik’. Penggunaan bahan-bahan hukum tersebut, dalam 

penelitian artikel ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti melalui jurnal hukum dan skripsi 

juga melalui surat kabar.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kedudukan AI dalam Hukum Perdata  

Kemajuan teknologi yang terus berkembang dari masa ke masa dengan cepat dan pesat akan 

terus berevolusi. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ini juga telah berkembang dari tahun ke 

tahun. Dimulainya kecerdasan buatan ini muncul adalah pada tahun 1950 pada sebuah mesin dan di 1 

dekade berikutnya terjadi penurunan peminat mengenai hal mesin tersebut, kemudian di tahun 

berikutnya mulai terdapat peningkatan kembali akan minat serta metode baru dan pembelajaran 

mengenai kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau biasa masyarakat menyebutnya dengan AI 

(Artificial Intelligence), pada kata Artificial sendiri dapat diartikan dengan buatan, sedangkan 

Intelligence diartikan dengan kata sifat yang berarti cerdas.5Artificial Intelligence ini diciptakan atau 

dibuat dengan tujuan agar dapat mengerjakan perintah atau melakukan tugas-tugas sebagai pengganti 

manusia dengan dibuat melalui sistem atau pemrograman oleh komputer sehingga mirip dengan 

manusia baik pada penalarannya, pengetahuan, pengertian bahasa, pengambilan keputusan serta cara 

dalam menyelesaikan sebuah masalah.6  Dengan dibuatnya Artificial Intelligence ini yang bertujuan 

untuk menggantikan sebagaimana aktivitas-aktivitas yang manusia lakukan menjadikan perdebatan 

mengenai kedudukan dari AI yang dapat digolongkan ke dalam subyek hukum. Teknologi kecerdasan 

buatan yang berkembang ini kemudian berevolusi dari yang hanya barang-barang sederhana menjadi 

hal-hal yang sifatnya kompleks serta mendudukung profesi dan kehidupan sehari-hari manusia. AI ini 

adalah suatu cabang dari ilmu komputer dan juga teknologi komputer yang dibuat dengan memfokuskan 

pada sistem pengembangan yang mampu untuk melakukan tugas-tugas atau juga aktivitas yang 

semulanya hanya dapat dilakukan oleh manusia saja. Umumnya AI ini dibuat dengan maksud agar 

meniru kemampuan manusia baik dalam memproses sebuah informasi yang didapatkannya, mengambil 

serta membuat keputusan ataupun mengenali suatu pola. Tujuannya adalah agar komputer atau sistem 

komputer yakni kecerdasan buatan tersebut dapat bertindak secara mandiri tanpa bantuan kecerdasan 

 
5 Supremasi Hukum, “‘Supremasi Hukum’ Volume 17 Nomor 2, Juli 2021” 17 (2021): 1–11. 
6 Ibid, h. 5. 
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manusia dan dapat menggantikan berbagai pekerjaan manusia baik melakukan pekerjaan, pengelolaan 

data, atau juga dalam hal pengambilan keputusan.  

AI atau kecerdasan buatan ini adalah suatu entitas yang tidak mandiri atau bukanlah teknologi 

tunggal yang dapat melakukan tugas tanpa adanya perintah atau sistem yang dirangkai dari pemiliknya 

atau penggunanya. Kecerdasan buatan ini juga sebuah ekosistem yang terdiri atas komponen serta 

adanya teknologi yang mendukungnya.  Di dalam hukum perdata sendiri, patokan atau pilar mengenai 

aturan yang mengatur hubungan antara individu dan badan hukum lalu dihadapkan dengan suatu entitas 

baru yang melibatkan sebuah non-manusia. Mengenai hal ini kemudian muncul berbagai pertanyaan 

akan fundamental atau kedudukan dari kecerdasan buatan sendiri ini di dalam hukum.  

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa subyek hukum yakni 

penyangga hak dan kewajiban hanyalah menyakup dua entitas, yakni manusia dan badan hukum saja.7 

Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau memungkinkan untuk melakukan suatu perbuatan 

hukum. Syarat dalam melakukan suatu perbuatan hukum yakni suatu subjek hukum yang memiliki 

kemampuan untuk memegang hak.  

Kedudukan dari AI atau kecerdasan buatan ini sendiri merujuk pada kedudukannya sebagai 

objek hukum karena kecerdasan buatan adalah sistem yang dibentuk oleh pemrogram yang dibuat 

dengan tujuan untuk mempermudah segala aktivitas manusia. Artificial Intelligence atau kecerdasan 

buatan ini dibuat dengan memiliki kemampuan analisa, mengambil keputusan ataupun menggantikan 

peran manusia. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan masih banyak diperdebatkan akan 

kedudukannya di dalam sistem hukum. Namun AI sendiri tidak dapat dikatakan sebagai subjek sebab 

AI bukanlah entitas mandiri yang berarti sistem AI ini terdapat seseorang yang mengoperasikan 

dibelakangnya atau telah memprogram hal tersebut. Kedudukan Artificial Intelegence (AI) sebagai 

objek hukum, yakni sebuah sistem yang dalam pekerjaannya tidak luput dari kemungkinan dalam 

melakukan kegiatan yang dapat merugikan atau melakukan perbuatan melawan hukum dalam 

penggunaannya.8 AI atau kecerdasan buatan sendiri ini tidak dapat dikatakan sebagai salah satu dari 

jenis subyek hukum tersebut, walaupun kecerdasan buatan tersebut memiliki hak dan kewajiban 

mengenai hukum yang ada, pertanggungjawaban yang ditanggung pun bukan oleh AI sendiri melainkan 

orang yang mengoperasikannya. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kecerdasan buatan ini akan 

tetap dikenakan tanggung jawab hukum, tetapi tetapi pertanggungjawabannya dikembalikan kepada 

yang mengoperasikan.    

Pertanggungjawaban Pengguna 

Perkembangan AI yang sangat pesat terjadi baik di ranah internasional ataupun di Indonesia ini 

menimbulkan kekhawatiran akan ancaman-ancaman perkembangan teknologi yang akan terjadinya 

nantinya sehingga mengharuskan negara-negara besar khususnya di  Indonesia untuk membuat 

kebijakan dalam pengaturan mengenai Artificial Intellegence (AI) baik mengenai kedudukannya 

ataupun mengenai pihak-pihak yang bertanggungjawab di dalamnya. Artificial Intelligence atau AI ini 

memberikan banyak sekali fitur atau manfaat-manfaat di dalamnya, pengguna sebagai penikmat dari 

hal tersebut tentu merasa terbantu akan segala fitur yang diberikan dengan tujuan membantu ataupun 

memperingan pekerjaan manusia. Ketiadaan regulasi mengenai AI di Indonesia ini mencitakan 

ketidakpastian hukum di dalam masyarakat, karena di dalam Undang-undang hanya mencakup antara 

manusia dan badan hukum dalam subyek hukum yang dapat dimintai tanggung jawab. Dengan 

 
7 LL.M. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., PENGANTAR ILMU HUKUM: Edisi Revisi (KENCANA, 2008). 
8 FCBArb. Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., “Artificial Intelligence (AI): Subjek Hukum Atau Objek Hukum?,” Hukum online, 2025, 
https://www.hukumonline.com/klinik/a/ai-subjek-hukum-atau-objek-hukum-lt670eca701fc74/, yang diakses pada tanggal 11 Desember 2025 

pada pukul 22.30 WIB. 
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demikian banyaknya doktrin yang menegaskan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh AI 

tetap dapat dimintai tanggung jawab baik dalam perdata ataupun pidana.  

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengenai pertanggungjawaban atas kelalaian 

atau pelanggaran hukum terhadap AI terdapat di dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut 

menegaskan mengenai bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan 

oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan 

orang-orang yang menjadi tanggungannya atau yang disebabkan oleh barang-barang yang berada di 

bawah pengawasannya. Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa seseorang tidak hanya 

bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri melainkan juga atas 

barang-barang yang berada di pengawasannya, banyaknya masyarakat yang menilai bahwa 

pertanggungjawaban AI dapat diberikan kepada pemilik dari AI itu sendiri. Namun, 

pertanggungjawaban mengenai Artificiall Intelligence (AI)  ini tidak dapat bergerak atau memberikan 

apa yang diminta tanpa adanya seorang pengguna dari sistem tersebut.  

Pengguna sebagai pihak kedua yang menggunakan tentu berperan besar dari penyalahgunaan 

dari AI selain oleh pendiri atau pengembang. Banyaknya kasus yang mengenai penyalahgunaan AI 

sendiri tentu menjadi sesuatu yang menakutkan oleh masyarakat, contohnya adalah pembuatan video 

visualisasi yang dibuat dari foto orang lain yang dipergunakan untuk penipuan atau melakukan penipuan 

dengan pembuatan bukti transaksi palsu.9  Penipuan tersebut marak terjadi kepada masyarakat yang 

awam akan kurangnya edukasi dan informasi perihal penipuan. Perkembangan teknologi inilah yang 

membawa perluasan makna mengenai perbuatan illegal. Tindakan-tindakan yang menyimpang yang 

dilakukan dengan bantuan atau melalui AI. Perbuatan illegal tersebut tidak hanya melekat pada pelaku 

tetapi juga oleh pihak atau entitas yang mengendalikan sistem AI itu sendiri sehingga menimbulkan 

kerugian.  

Konsep pertanggungjawaban pada kasus tersebut mengacu pada pasal 1365 KUHPerdata 

mengenai PMH atau onrechtmatige daad. Perbuatan Melawan Hukum atau PMH adalah suatu tindakan 

yang melanggar hukum sehingga dapat menyebabkan kerugian kepada prang lain. Hal ini telah diatur 

dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan 

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dari 

pasal tersebut juga menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan 

hukum apabila telah memenuhi beberapa unsur dari PMH yakni; (1) adanya perbuatan yang bersifat 

melawan hukum, (2) adanya kesalahan, (3) timbulnya kerugian, (4) adanya hubungan klausal antara 

perbuatan dan kerugian.” Pertanggungjawaban dalam konteks perbuatan melawan hukum ini tidak 

hanya mengenai perbuatan yang melanggar undang-undang saja tetapi juga pada perbuatan yang 

melanggar norma kesusilaan dan juga nilai-nilai sosial yang berada di masyarakat sekitar. Konsep 

pertanggungjawaban PMH sendiri ini mengacu pada prinsip liability based on fault, konsep ini perlu 

dipahami maknanya bahwa setiap individu yang sebagai subjek hukum dapat dianggap memiliki 

kemampuan dalam memahami konsekuensi dari setiap perilaku yang dilakukannya, baik dengan 

memilih untuk melakukannya atau tidak melakukan hal tersebut. Sehingga seorang tersebut dapat untuk 

dimintai pertanggungjawaban ketika ia dapat dipersalahkan atas apa yang ditimbulkan melalui 

tindakannya tersebut dan perbuatan yang dilakukannya tersebut dengan penuh kesadaran dan juga 

kehendak yang bebas.  

Dalam konteks AI atau kecerdasan buatan, teknologi aatau sistem yang dibuat untuk membantu 

tugas-tugas manusia yang mana adalah sebuah teknologi sehingga dapat menimbulkan kerugian. 

Pertanggungjawaban perdata yang muncul akibat dari adanya kerugian yang ditimbulkannya ini tidak 

 
9 Kasita, Ivana Dewi, Op.cit., p.18.  
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dapat dibebankan kepada AI, karena AI sendiri adalah sebuah objek hukum dan bukan subjek hukum, 

sebab AI hanyalah sistem elektronik yang dijalankan berdasarkan pemrograman dan juga instruksi 

manusia dan kecerdasan buatan sendiri ini tidak memiliki kapasitas sebagaimana subyek hukum dalam 

melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Pertanggungjawaban akan suatu kerugian yang timbul 

akibat dari suatu penggunaan Artificial Intelligence ini kembali kepada manusia sebagai pencipta, 

pengguna atau pihak yang mengendalikannya.  

KUH Perdata tidak mengatur mengenai nominal ganti rugi dalam kasus Perbuatan Melawan 

Hukum, tetapi meminta ganti rugi yakni dengan; (1) Ganti rugi nominal, (2) Ganti rugi aktual atau 

kompensasi, (3) Ganti rugi penghukuman. Dalam ganti rugi tersebut, baik mengenai kerugian materiil 

atau immateriil merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh seorang yang melakukan 

penyalahgunaan pada kasus AI dalam jenis kasus perdata perbuatan melawan hukum yang 

dilakukannya. Konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadi kerugian yang dialami oleh 

korban sehingga menyebabkan rusaknya nama baik, tekanan psikologis ataupun kerugian lainnya akibat 

dari perbuatan penyalahgunaan tersebut.  

 

SIMPULAN  

 Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam konteks hukum perdata bukanlah sebuah 

subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana subyek hukum secara mandiri di dalam 

Undang-undang hukum perdata. Pemrograman AI yang mampu untuk berpikir, mengambil keputusan, 

atau melakukan tindakan yang menyerupai manusia, namun sistem tersebut tetap bekerja berdasarkan 

rancangan, instruksi, dan kendali manusia. Pertanggungjawaban dalam hukum perdata mengenai 

kerugian yang timbul dari tindakan AI tetap kembali kepada manusia baik pemilik, pengembang, 

maupun pengguna yakni seorang yang memegang kendali atas sistem tersebut. Mengenai kerugian yang 

ditimbulkannya, pertanggungjawaban yang diberlakukan merujuk pada prinsip umum yaitu perbuatan 

melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Artinya, manusia sebagai pihak yang menggunakan 

atau mengawasi AI dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kesalahan, kelalaian, atau 

penggunaan yang tidak sesuai dengan norma hukum. Kerugian yang muncul, baik materiil maupun 

immateriil, tetap harus diganti oleh manusia yang mengoperasikan atau mengendalikan teknologi 

tersebut. Dengan demikian, penggunaan AI tidak menghapus kewajiban hukum, melainkan justru 

menuntut kehati-hatian yang lebih besar agar teknologi ini tidak disalahgunakan atau menimbulkan 

dampak yang merugikan bagi orang lain. 

Pemenuhan mengenai kepastian hukum dalam kedudukan Artificial Intelligence, pemerintah yakni 

Kementrian Kominfo atau Kementrian Komunikasi dan Informatika dapat membuat regulasi mengeni 

kedudukan serta pihak-pihak yang bertanggungjawab di dalamnya yang juga mengatur mengenai hak 

dan kewajiban bagi masing-masing pihak antara pengguna dan juga pencipta. Pesatnya perkembangan 

dari Artificiall Intelligence atau kecerdasan buatan ini mengharuskan agar menempatkan sebagai salah 

satu subyek hukum yang juga memiliki pertanggungjawban akan segala yang dilakukannya. Hal ini 

dilakukan untuk melindungi pengguna ataupun pencipta di dalam hukum.  
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